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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan pada bagian-bagian di atas dan pertanyaan penelitian pertama 

berkaitan dengan persepsi hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan, 

maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada tingkat konstitusi dan undang-

undang, peradilan dan hakim memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan 

dan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat dalam memeriksa dan memutus perkara. Kewajiban tersebut 

didasari dan diikuti dengan prinsip kesetaraan. Dengan kompleksitas isu gender yang 

berkembang, peraturan-peraturan tersebut dipertegas dengan panduan teknis bagi 

hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum, 

yaitu Perma 3/2017. Penegasan tersebut untuk menyeragamkan sensitivitas hakim 

terhadap isu relasional gender dalam memeriksa dan memutus perkara, khususnya 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 

2. Persepsi hakim terhadap pengalaman dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan 

hukum meliputi lima hal, yaitu bagaimana hakim menempatkan peraturan sensitif 

gender untuk diinterpretasikan dalam pertimbangannya; bagaimana hakim 

menempatkan perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan; 

bagaimana sikap proaktif hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh di 

masyarakat tanpa harus bersikap diskriminatif terhadap perempuan berhadapan dengan 

hukum; perluasan interpretasi hakim terhadap perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum yang diperiksa dan diputus dengan diskresi hakim; dan penggunaan pendekatan 

hukum feminis dalam pertimbangan hukum hakim. Persepsi ini menjadi kunci dalam 

menilai kualitas putusan hakim atas perkara perempuan berhadapan dengan hukum di 

pengadilan. 

Selain itu, berdasarkan pertanyaan penelitian kedua yang berkaitan dengan penggunaan 

feminist legal method dalam menjelaskan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, penulis 

berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Tawaran yang diberikan oleh feminist legal method dalam mengurai pengalaman 

perempuan berhadapan dengan hukum terdiri dari asking the woman question, feminist 
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practical reasoning, dan consciousness-raising. Dengan tambahan pandangan 

feminisme postmodern, feminist legal method membantu mengurai multiperan dan 

identitas yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Heterogenitas 

peran dan identitas perempuan berhadapan dengan hukum merupakan komponen 

putusan pengadilan yang sensitif terhadap situasi partikular atau khas dari perkara yang 

diperiksa dan diputus. 

2. Pengakuan terhadap elemen relasi kuasa dalam perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum merupakan kunci untuk mengakui pengalaman perempuan berhadapan dengan 

hukum. Pada elemen relasi kuasa, kualitas relasional perempuan berhadapan dengan 

hukum dengan subjek lain dapat dideteksi. Ketiadaan pertimbangan relasi kuasa dalam 

putusan pengadilan mengisyaratkan bacaan yang tidak utuh pada posisi perempuan 

berhadapan dengan hukum dalam situasi partikular perkara yang diperiksa dan diputus. 

Relasi kuasa yang dialami oleh Baiq Nuril dan Kepala Sekolah sebagai bawahan dan 

atasan mengindikasikan kualitas dinamika kuasa antara kedua subjek tersebut. Desakan 

yang dialami oleh Baiq Nuril untuk bisa mempertahankan pekerjaannya namun juga 

dorongan untuk melindungi dirinya sendiri dari perilaku Kepala Sekolah 

menggambarkan implikasi relasi kuasa tidak setara antara dirinya sebagai bawahan 

dengan Kepala Sekolah sebagai atasan. 

 

4.2 Saran 

 Mengacu pada bahasan di atas, posisi perempuan berhadapan dengan hukum masih 

menghadapi tantangan dalam proses peradilan. Dalam tataran peraturan, hal tersebut karena 

masih kurangnya sosialisasi panduan teknis bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum. Selain itu, dalam tataran metodologis, hakim masih perlu 

menekankan kompleksitas gender sebagai setidaknya salah satu pisau analisis perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum agar posisi perempuan berhadapan dengan hukum 

konsisten dengan kebutuhannya dalam perkara spesifik yang diadili. Pemenuhan kebutuhan 

perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan perkaranya yang spesifik dan berciri khas 

sejalan dengan integritas perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai hak 

asasi manusia. Dengan demikian, penulis merumuskan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Pada tataran peraturan, khususnya Perma 3/2017, Mahkamah Agung perlu 

meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi Perma terhadap aparat penegak hukum, 

khususnya hakim di semua tingkat peradilan. Sosialisasi ini perlu upaya aktif, tidak 

sekadar memuat Perma pada situs dalam jaringan Mahkamah Agung dan 
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mengandalkan sikap proaktif hakim-hakim untuk memeriksa info pembaruan 

peraturan, tetapi melalui upaya interaktif antara Mahkamah Agung dengan para hakim. 

Dengan upaya yang interaktif tersebut, akan tercipta pula ruang diskusi antar para 

hakim untuk meratakan dan memutakhirkan pemahaman mereka mengenai gender dan 

perempuan berhadapan dengan hukum. 

2. Pada tataran kasus, Baiq Nuril tidak mendapatkan bantuan hukum yang terjangkau 

hingga satu hari sebelum sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi informasi 

bantuan hukum dan kualitas bantuan hukum bagi masyarakat berekonomi rendah itu 

sendiri, khususnya bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Tidak hanya 

pemenuhan bantuan hukum linear dengan upaya integrasi perlindungan perempuan 

berhadapan dengan hukum, namun juga linear dengan pemenuhan hak asasi manusia. 

Sebab pemenuhan hak hukum perempuan berhadapan dengan hukum adalah 

pemenuhan hak asasi manusia pula.  
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